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1.Konsep Reform
2.PermasalahanUmum Birokrasi
3.Kebijakan Reformasi Birokrasi
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Makna Reformasi Birokrasi

Agenda strategis RB; 

Road map dan tantangan RB; 

Desain rancangan rencana aksi RB; 

Kontribusi OPD dlm Penyusunan Road Map
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Konsep-konsep reformasi

re·form

bureaucratic reform

bureaucratic reform atau
administrative reform ada
lah merupakan dua hal
yang sama

Birokrasi, dipandang sebagai sebuah komponen struktural

atau institusional dari pemerintahan.

Ketika digunakan istilah birokrasi, maka sebenarnya

istilah tersebut mencakup pula seluruh tindakan sebuah

sistem yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif

tetapi juga fungsi politik, ekonomi dan fungsi lainnya.

Sehingga tidak dapat dibedakan istilah administrative

reform dengan bureaucratic reform atau antara birokrat

dan administrator



Permasalahan umum Birokrasi

Organisasi gemuk , tumpang tindih fungsi , 
banyaknya UU yang mewajibkan
pembentukan lembaga

34 Kementerian
28 Lembaga Pemerintah Non Kementerian
115 Lembaga Non Struktural

Tingkat Jabatan 2011 2012 2013 2014

Struktural 192690 238462 277745 311 856

Eselon V 10036 3984 7297 10 206 

Eselon IV 143362 166725 194782 220 193

Eselon III 33616 55501 61810 66 845

Eselon II 5240 11600 13194 14 002

Eselon I 436 652 662 610

Sumber: BKN, 2015
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Permasalahan umum Birokrasi

Jumlah Pegawai ASN: 4,375 juta
- Pusat :     889.500
- Daerah:  3.485.948          (BKN, Nov 2016)

Jumlah Penduduk: 255 Juta
(Proyeksi BPS tahun 2015)

Rasio Pegawai ASN: 1,71%

No NEGARA RASIO(%)

1 MYANMAR 0,7

2 CAMBODIA 1,2

3 INDONESIA 1,71

4 LAOS 1,8

5 THAILAND 1,9

6 VIETNAM 2,1

7 SINGAPORE 2,5

8 PHILIPPINES 2,9

9 MALAYSIA 3,7

10 BRUNEI 11,4

SDM ASN

Tingkat Pendidikan 2012 2013 2014

Sampai dengan SD 70531 60450 56 370 

SLTP/Sederajat 108348 92626 88 255

SMA/Sederajat 1374851 1242045 1 202 945

Diploma I, II/ Akta I, II 677992 585815 503 077

Diploma III/Akta III/Sarjana Muda 423299 412735 427 550

Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D 1812961 1969134 2 177 106

Jumlah 4467982 4362805 4 455 303
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TALENT MATRIX ASSESSMENT 

PNS (BKN, 2016)
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TALENT MATRIX ASSESSMENT 

JPT (BKN, 2016)
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GAMBARAN KEBIJAKAN 

DI INDONESIA

1
ÅJUMLAH BANYAK

2
ÅBERUMUR PENDEK

3

ÅTIDAK DIIMPLEMENTASIKAN DENGAN BAIK

4
ÅTIDAK BERORIENTASI MELAYANI



Permasalahan umum Birokrasi

PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL

Terlalu banyak peraturan perundang -
undangan yang mengatur berbagai
sendi penyelenggaraan pemerintahan

5.242 Keputusan Presiden
4.794 Peraturan Pemerintah
1.900 Undang-undang
1.766 Peraturan Presiden
387 Inpres
186 Perpu

Data Ditjen PP

Masing-masing Kementerian/ Lembaga 
mengeluarkan peraturan masing-
masing
Kemenkeu : 2.346
Kemendagri :  658
Kemenhub :  628
dst

Masing-masing instansi pemerintah untuk memperkuat
posisi kewenangannya melalui penetapan undang-
undang ;

Sulit dilakukan sinergi dalam penyusunan peraturan
perundang -undangan;

Kecenderungan terjadi disharmoni dan tumpang tindih
peraturan perundang -undangan;

Seringkali tidak memperhatikan outcome dari kebijakan
yang akan dikeluarkan;

Seringkali mengandung kepentingan -kepentingan yang 
tidak memihak pada publik dan dampak pada masa 
depan. 

Proses perumusan yang tidak matang, sehingga diubah
sebelum sepenuhnya dirasakan hasilnya.
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REGULASI DI TINGKAT PUSAT 

(2000-2015)

8311

247

1550

2258

2446

49 916
Peraturan

setingkat

menteri

Inpres

Keppres

Sumber: Data Sekretariat Negara dan Hukum 

Onlinedalam Bappenas (2015)

15.777
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KATEGORI KEBIJAKAN PER 

SEKTOR

385

1585753
43
94

1061
92
136

516
411

276

Kelautan dan perikanan

Kehutanan

Pertanian, perkebunan, danŏ

Persaingan usaha

Pungutan dan sumbangan wajib

Jenis pajak

Tata cara penanaman modal

Tata kelola birokrasi dan pelayananŏ

Standarisasi dan pengendalian mutu

Perindustrian

Perdagangan

Sumber: Data Sekretariat Negara dan Hukum 

Onlinedalam Bappenas (2015)
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KONDISI KEBIJAKAN DI 

INDONESIA

Konflik

Inkonsisten

Terdapat pasal atau ketentuan yang nyata-nyata 
bertentangan dengan peraturan lainnya

Terdapat ketentuan atau pengaturan yang tidak 
konsisten dalam satu peraturan perundang-undangan 
beserta turunannya.

Terdapat ketidakjelasan pada objek dan subjek yang diatur 
sehingga menimbulkan ketidakjelasan rumusan bahasa 
(sulit dimengerti) serta sistematika yang tidak jelas.

Regulasi tersebut tidak memiliki daya guna, namun 
peraturan tersebut masih berlaku atau peraturan tersebut 
belum memiliki peraturan pelaksana.

Multitafsir

Tidak 
Operasional
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BERUMUR PENDEK
ProdukHukum Isi Diundangkan

Dibatalkan/ 
Direvisi

Usia

PerpresNo. 19
/2016

KenaikanIuran BPJS untuk kelasIII 
dari Rp25.500 menjadi30.000

1 Maret 2016 31 Maret 20
16

30 hari

SuratMenhub
No. UM.3012/ 
1/21/ Phb/15 

PelaranganGo-Jekdansejenisnya
(Go-Box, Grab Bike, Grab Car, Blue 
Jek, Lady-Jek).

9 November20
15

18 Des 2015 40 hari

PerpresNo. 39
/2015

PemberianTunjanganUangMuka
PembelianKendaraanPerorangan
untuk AnggotaDPR, DPD, Hakim 
MA/MK, BPK, KY.

23 Maret 2015 6 April 2015 13 hari

PerpresNo. 10
5 & 106 Tahun
2013

PelayananKesehatanParipurna& 
JaminanPemeliharaanKesehatan
bagiPimpinanLembagaNegara

16 Des 2013 30 Des 2013 14 hari



TIDAK DIIMPELEMTASIKAN DE
NGAN BAIK

ñSampai dengan hari

ini, UU No. 5/2014 tentang

ASN sudah 3 tahun lebih 3

bulan, baru 1 PP (PP No. 

11/2017 ttg Manajemen

PNS) yang selesaiò
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TIDAK BERORIENTASI MELAYANI
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PERDA/PERKADA DAN PERMENDAGRI YANG DIBATALKAN/REVISI 
(sumber: Kemendagri 2016)

Dibatalkan/direvisi oleh Kemendagri:

Perda/Perkada Kab/Kota : 1765.

Permendagri : 111. 

Dibatalkan/direvisi oleh Gubernur:

Perda/Perkada Kab/Kota: 1267.

Total 3143 Perda/Perkada dan Permendagri



REGULATORY GUILLOTINE
Teknik The Guillotine Process merupakan suatu proses penyederhanaan regulasi dengan 

cara (yang transparan) dalam menghitung serta mengkaji biaya administrasi dan politik 

berbagai regulasi.

18

Target of Reforms Before

Cleanup

% Eliminated %

Simplified

Korea (11 months)
Regulations 11,125 48.8% 21.7%

Mexico (5 years) Formalities 2,038 54.1% 51.2%

Moldova (16

weeks) Regulations 1,130 44.5% 12.5%

Fee-based

Permits
400 68.0% 20.3%

Ukraine (12 weeks) 
Regulations 15,000 46.7% 43.3%

Sumber: Jacobs(2006)
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Permasalahan umum Birokrasi

Tata hubungan dalan internal 
instansi pemerintah maupun
antar instansi pemerintah
yang masih belum bersinergi

Penerapan teknologi informasi 
di pemerintahan masih bersifat 
parsial, belum terdapat 
integrasi sistem yang lebih 
efektif dan efisien

Penerapan sistem kearsipan 
yang masih lemah, sebagai 
bukti sejarah penyelenggara
-an pemerintahan
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Permasalahan umum Birokrasi

Manajemen kinerja belum diterapkan
secara konsisten di lingkungan
pemerintahan

Instansi pemerintah belum sepenuhnya
memberikan fokus pada upaya
mewujudkan pemerintahan yang
berorientasi pada hasil

Dampak yang ditimbulkan sebagai
akibat dari penerapan manajemen
kinerja yang lemah adalah inefisiensi
penggunaan anggaran

Skala nilai
Kementerian/ 	

Lembaga
Pemerintah

Provinsi
Kabupaten / 	

Kota

Kategori Range
Nilai

2015 2016 2015 2016 2015 2016

AA 90-100 0 0 0 0 0 0

A 80-90 4 4 2 3 1 2

BB 70-80 21 28 7 7 7 7

B 60-70 36 36 8 12 31 31

CC 50-60 16 11 13 10 174 172

C 30-50 0 3 3 2 239 239

D 0-30 0 0 1 0 14 14

Efisien

Inefisiensi

Semakin tinggi
nilai

akuntabilitas
kinerja,

semakin tinggi
tingkat
efisiensi

penggunaan
anggaran

INSTANSI	
PEMERINTAH	
DENGAN	NILAI	
AKUNTABILITAS	

KINERJA	DI	BAWAH	
70	(50K/L,	24	
PROV,		456	
KAB/KOTA)	
BERPOTENSI	

TERJADI	
INEFISIENSI
>	30%	DARI	

APBN/APBD	DI	
LUAR	BELANJA	

PEGAWAI

Ñ392,87 T

1. Tidak	jelas	hasil	yang	akan	dicapai	
(tujuan/sasaran	tidak	berorientasi	
hasil)

2. Ukuran	kinerja	tidak	jelas

3. Tidak	ada	keterkaitan	antara	
Program/Kegiatan	dengan	Sasaran

4. Rincian	kegiatan	tidak	sesuai	dengan	maksud	
kegiatan

INEFISIENSI	TERJADI	KARENA:

HASIL	EVALUASI	SAKIP	K/ L	&	PEMDA	TAHUN	2015-2016

4

PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL



Permasalahan umum Birokrasi
Sistem pengawasan di lingkungan instansi
pemerintah yang masih lemah.

Berbagai sistem yang dibentuk untuk
mencegah penyimpangan , seperti Unit 
Pengendali Gratifikasi, LHKPN-LHKASN, 
whistle blowing system, dan lainnya, 
belum berfungsi sebagaimana mestinya.

Pengelolaan keuangan belum sepenuhnya 
memenuhi kepatuhan berbagai aturan 
pengelolaan keuangan.

Penerapan sistem pengendalian internal 
belum berjalan dengan baik di seluruh 
unit-unit kerja.

65% 
(55	K/L) 

31%  
(26	K/L) 

5%  
(4	K/L) 0%  

(0	K/L) 

85%  
(29	Prov) 

15%
(5	Prov)

0% 
(0	Prov) 

0%  
(0	Prov) 

57%  
(283Kab/kota) 

36%  
(181	Kab/kota) 6%  

(31	Kab/kota) 
1% 

(4	Kab/Kota) 
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Wajar	Tanpa	Pengecualian Wajar	Dengan	
Pengecualian

Tidak	Memberikan	
Pendapat

Tidak	wajar

OPI NI 	BPK	ATAS	LAPORAN	KEUANGAN	TAHUN	2015

Kementerian/Lembaga Provinsi Kabupaten/Kota	

Sumber: 
Laporan Tahunan KPK, 2016

Sumber: 
Laporan PelaksanaanRB, 2016
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Permasalahan umum Birokrasi

Kualitas pelayanan publik yang masih belum memenuhi harapan
masyarakat.

Pelayanan perijinan masih belum mampu memenuhi kriteria
cepat, murah, adil, ramah, dapat dipercaya, jelas, transparan,
bebas dari pungli dan memiliki kekuatan hukum yang pasti.

Penggunaan teknologi informasi belum dimanfaatkan secara
optimal untuk mempercepat pelayanan, efisiensi dan peningkatan
kualitas pelayanan.

The most problematic factors for doing business 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Score 

Corruption 11.7 

Inefficient government bureaucracy 10.6 

Inadequate supply of infrastructure 9.6 

Policy instability 8.7 

Access to financing 8.4 

Tax rules 8.0 

Inflation 7.1 

Complexity of tax regulatoins 6.5 

Poor work ethic in labor force 6.2 

Foreign curency regulations 5.0 

Government instability/coups 4.9 

Crime and theft 4.6 

Inadequately educated workforce 2.7 

Insufficient capacity to innovate 2.5 

Restrictive labr regulations 2.0 

Poor public heath 1.3 

Negara 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Indonesia 122 121 129 128 120 114 109 91

Malaysia 23 21 18 12 6 18 18 23

Singapura 1 1 1 1 1 1 1 2

Thailand 12 19 17 18 18 26 49 46

Vietnam 93 78 98 99 99 78 90 82

Filipina 144 148 136 138 108 95 103 99

Laos 167 171 165 163 159 148 134 139

Kamboja 145 147 138 133 137 135 127 131

Brunei 96 112 86 79 59 101 84 72

Perbandingan Ranking	Ease	of	Doing	Business
Negara-negaraASEAN	2010	- 2017
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Negara 2014 2015 2016

Singapura 2 2 2

Malaysia 20 18 25

Thailand 31 32 34

Indonesia 34 37 41

Filipina 52 47 57

Vietnam 68 56 60

Laos 93 83 93

Kamboja 95 90 89

Myanmar 134 n/a n/a

Brunei n/a n/a 58

Peringkat Daya Saing Global Negara ASEAN (WEF, 2016)
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Indeks Pembangunan Manusia 2014

3 Dimensi IPM
1. Indeks harapan hidup
2. Indeks pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan
3. Indeks standar hidup layak
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